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LINGKUP KEBIJAKAN Penyederhanaan Birokrasi

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 
MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA

Aku n t a b i l i t a s K i n e r j a  d a n  Pe n ga w a s a n
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1. Penyederhanaan Struktur
Organisasi adalah perampingan
unit organisasi Jabatan Administrasi
pada Instansi Pemerintah untuk
mengurangi tingkatan unit organisasi.

2. Penyetaraan Jabatan adalah
pengangkatan Pejabat Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian pada JF yang setara.

3. Penyesuaian Sistem Kerja adalah
perbaikan dan pengembangan
mekanisme kerja dan proses bisnis
dengan memanfaatkan SPBE.

TAHAPAN 
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

▪ Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun

2021 tentang Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

▪ Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun

2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi.

▪ Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun

2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
selesai dilaksanakan pada Desember 2021 dan 

dilanjutkan dengan penyempurnaan sistem kerja

DASAR KEBIJAKAN

TAHAPAN PELAKSANAAN
Penyederhanaan Birokrasi



5PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI
Pada Instansi Daerah

Hakekat
penyederhanaan
struktur ialah efisiensi
proses pengambilan
keputusan dalam
struktur

Komposisi unsur
pelaksana ditentukan
oleh nilai manajerial dan
komposisi unsur
pendukung ditentukan
oleh nilai pendukung.

Setiap urusan
pemerintahan memiliki
spesialisasi dan
karakteristik yang
berbeda

Konsep “one fit for all”
tidak bisa diterapkan
dalam penyederhanaan
struktur perangkat
daerah

Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Instansi
Daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam
Negeri dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan
dengan Aspek Penyederhanaan Birokrasi yang
berlaku secara nasional.

• Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi
perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layer susunan organisasi menjadi
2 (dua) level.

• Penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan,
tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional.
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K e m e n t e r i a n  P AN R B

KERANGKA ANALISIS  KEBIJAKAN
PENYUSUNAN MODEL PERANGKAT DAERAH

66

Perangkat Daerah 
Model 1

Perangkat Daerah 
Model 2

Perangkat Daerah 
Model 3

Pemetaan Klasifikasi 
Urusan Pemerintahan

Uji Validasi Kriteria 
Klasifikasi Urusan 

Pemerintahan

Kebijakan 
Penyederhanaan Birokrasi

Analisis Klasifikasi Organisasi 
Perangkat Daerah Berbasis 

Urusan Pemerintahan

Rekomendasi Model 
Struktur Organisasi

Spesialisasi Urusan
Kompleksitas             
Sumber Daya

Karakteristik Urusan

Perangkat Daerah 
Model 4



KRITERIA PENYEDERHANAAN STRUKTUR  
PERANGKAT DAERAH

analisis dan penyiapan bahan dan kebijakan

koordinasi, pemantauan, & evaluasi kebijakan

Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan

Tugas yang memiliki kesesuaian dgn 
jabatan fungsional

Tugas pelayanan teknis fungsional

Kriteria Unit Organisasi yang disederhanakan

Kewenangan otorisasi bersifat atributif

Satuan kerja yang memiliki kewenangan 
berbasis kewilayahan

Satuan kerja pelaksana teknis mandiri

Unit Kerja pengadaan barang/jasa

Kriteria Unit Organisasi yang dipertahankan

Kriteria Tambahan
Penentuan Model 

Organisasi

Formalisasi pelaksanaan tugas fungsi

Kompleksitas pengelolaan Aset

Spesialisasi urusan pemerintahan*

Karakteristik tugas fungsi 

Model Organisasi
Perangkat Daerah

*(berdasarkanlampiran UU 23/2014)

Sifat pelaksanaan tugas fungsi

Kompleksitas pengelolaan SDM

Kriteria Umum
Pengalihan
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Model 1
memiliki 2 (dua) 

Seksi/Subbidang dan 3 
(tiga) Subbagian

K e m e n t e r i a n  P AN R B

MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR
DINAS DAN BADAN

88

Dinas/Badan

Sekretariat

SubbagianSubbagian Subbagian
Bidang

Seksi/ Subbidang

Seksi/ Subbidang

BidangBidang

1.Perhubungan
2.Trantibumlinmas

Berlaku untuk Urusan Pemerintahan di 
Prov/Kab/Kota

Ket Model I: Nilai manajerial fungsi
sangat tinggi dan nilai pendukung
sangat tinggi
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Model 2
memiliki  2 (dua) 

Seksi/Subbidang, dan 1 
(satu) Subbagian 

TU/Umum 

K e m e n t e r i a n  P AN R B

MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR
DINAS DAN BADAN
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Dinas/Badan

Seksi/ Subbidang

Seksi/ Subbidang

Sekretariat

BidangBidangBidang
Subbagian

1. Keuangan 
2. Tenaga Kerja
3. PU dan Penataan Ruang
4. Kesehatan

Berlaku untuk Urusan 
Pemerintahan di Prov

1.Keuangan 
2.Pendidikan

Berlaku untuk Urusan 
Pemerintahan di Kab/Kota

Ket Model 2: Nilai manajerial fungsi
tinggi dan nilai pendukung tinggi
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Model 3
tidak memiliki 

Seksi/Subbidang, tetapi 
memiliki 2 (dua) 

Subbagian

K e m e n t e r i a n  P AN R B

MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR
DINAS DAN BADAN
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Dinas/Badan

Sekretariat

Subbagian SubbagianBidangBidangBidang

1. PMD
2. Kepegawaian
3. Perencanaan
4. Perdagangan 
5. Perumahan dan Kawasan Permukimam
6. ESDM
7. Kelautan dan perikan
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Sosial
10.Pendidikan
11.KUKM
12.Komunikasi dan informatika
13.Kehutanan

Berlaku untuk Urusan 
Pemerintahan di Prov

1. Kepegawaian
2. Perdagangan 
3. Komunikasi dan informatika
4. Pengendalian Penduduk dan KB
5. PMD
6. Lingkungan hidup
7. Tenaga kerja
8. Perumahan dan Kawasan 

Permukimam
9. PU dan penataan ruang
10.Kesehatan
11.Perencanaan
12.Perindustrian
13.KUKM
14.Admindukcapil

Berlaku untuk Urusan 
Pemerintahan di Kab/Kota

Ket Model 3: Nilai manajerial fungsi
sedang dan nilai pendukung
tinggi/sedang
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Model 4
tidak memiliki 

Seksi/Subbidang, tetapi 
memiliki 1 (satu) 

Subbagian TU/Umum  

K e m e n t e r i a n  P AN R B

MATRIKS MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR
DINAS DAN BADAN

1111

Dinas/Badan

Sekretariat

SubbagianBidangBidangBidang

1. Pengawasan
2. Transmigrasi
3. Perindustrian
4. Pariwisata
5. Kearsipan
6. Persandian
7. Admindukcapil
8. Pertanahan
9. Pertanian

Berlaku untuk Urusan 
Pemerintahan di Prov

10. PPPA
11. Statistik
12. Penanaman modal
13. Pora
14. Litbang
15. Perpustakaan
16. Kebudayaan
17. Lingkungan hidup
18. Pangan

Berlaku untuk Urusan 
Pemerintahan di Kab/Kota

10. Pangan
11. PPPA
12. Pariwisata
13. Perpustakaan
14. Kebudayaan
15. Litbang 
16. ESDM
17. Kehutanan
18. Sosial
19. Transmigrasi

1. Pengawasan
2. Persandian
3. Statistik
4. Pertanahan
5. Pertanian
6. Kelautan & 

perikanan
7. Kearsipan
8. Pora
9. Penanaman modal

Ket Model 4: Nilai manajerial fungsi
rendah dan nilai pendukung rendah



PROGRES PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI 
PEMDA PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMDA KAB/KOTA DI 

LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

12
12

S Menteri Dalam Negeri Nomor
061/4498/OTDA

tanggal 9 Juli 2021
S Menteri PANRB Nomor

B/651/M.KT.01/2021 
tanggal 30 Juni 2021

Provinsi Jawa Tengah

Pengalihan 584 Jabatan

Administrasi (54%)

▪ Kab. Banjarnegara

▪ Kab. Banyumas
▪ Kab. Batang

▪ Kab. Blora

▪ Kab. Boyolali
▪ Kab. Berebes

▪ Kab. Cilacap
▪ Kab. Demak

▪ Kab. Grobogan

▪ Kab. Pemalang
▪ Kab. Purbalingga

▪ Kab. Sragen

▪ Kab. Sukoharjo
▪ Kab. Tegal

▪ Kab. Temanggung

▪ Kab. Wonosobo
▪ Kab. Wonogiri

▪ Kota Magelang
▪ Kota Pekalongan

▪ Kota Salatiga

▪ Kota Semarang
▪ Kota Surakarta

▪ Kota Tegal

▪ Kab. Jepara

▪ Kab. Karanganyar
▪ Kab. Kebumen

▪ Kab. Kendal

▪ Kab. Klaten
▪ Kab. Kudus

▪ Kab. Magelang
▪ Kab. Pati

▪ Kab. Pekalongan

▪ Kab. Purworejo
▪ Kab. Rembang

▪ Kab. Semarang

27 Kab/Kota se-Jawa Barat



13TINDAK LANJUT
Penyederhanaan Birokrasi

01

02

03

04

05

06

DUKUNGAN KEBIJAKAN
(Perpres Penyetaraan Penghasilan, 

Arsitektur SPBE, PermenPANRB Sistem Kerja)

PENYESUAIAN 
MANAJEMEN KINERJA 

EVALUASI EFEKTIVITAS & EFISIENSI 
TERHADAP ANGGARAN

PENYELESAIAN
PENYETARAAN 

JABATAN

TRANSFORMASI 
JABATAN 

FUNGSIONAL

PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS 
& EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

OPTIMALISASI
PENYEDERHANAAN 

BIROKRASI



Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 7 
Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Pada 
Instansi Pemerintah
Untuk
Penyederhanaan
Birokrasi

14DUKUNGAN KEBIJAKAN
Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 17 

Tahun 2021 
tentang
Penyetaraan
Jabatan
Administrasi ke

dalam Jabatan
Fungsional

Keputusan Menteri 
PANRB Nomor 895 

Tahun 2021 tentang
Pendelegasian
Wewenang Pemberian
Persetujuan Dalam JF 
melalui Penyetaraan

Jabatan di lingkungan
Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri 
PANRB Nomor 998 
Tahun 2021 tentang
Standar Penyetaraan
Jabatan dan Jenis
Jabatan Dalam
Penyetaraan JA ke
Dalam JF bagi
Instansi Daerah 

Perpres Nomor
68 Tahun 2019 

tentang
Organisasi

Kementerian 
Negara 

sebagaimana
diubah dengan
Perpres Nomor
32 Tahun 2021

Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 22 

Tahun 2021 
tentang Pola Karir

Pegawai Negeri 
Sipil

Peraturan
Menteri PANRB 

Nomor 25 Tahun
2021 tentang

Penyederhanaan
Struktur

Organisasi untuk
Penyederhanaan

Birokrasi

Surat Edaran
Menteri PANRB 
Nomor 382 s.d
Nomor 393 
Tahun 2019 

Peraturan
Menteri 

PANRB Nomor
3 Tahun 2020 

tentang
Manajemen

Talenta
Aparatur Sipil

Negara

1.Surat Menteri PANRB 
kepada Mendagri tanggal 27 
Mei 2021 Hal Rekomendasi
Struktur Organisasi
Perangkat Daerah

2.Surat Mendagri tangal 31 
Mei 2021 Hal 
Penyederhanaan Struktur
Organisasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PP Nomor 11 
Tahun 2017 

tentang
Manajemen
Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana
diubah dengan PP 

Nomor 17 Tahun
2020



15TRANSFORMASI ORGANISASI
INSTANSI PEMERINTAH

Organisasi Tradisional
(Hierarki)

Silo works

Manajemen

Dukungan Tata Kelola Digital

ORGANISASI AGILE

Kerja Tim yang
bertanggung jawab

pada hasil

Perubahan cepat, 
dinamis, sumber daya

yang fleksibel

Kepemimpinan
yang mampu

mengarahkan dan
menggerakkan

Fokus pada Aksi,
Bukan “kotak

dan garis”



16KONSEP MEKANISME KERJA
Fleksibel dan Kolaboratif

Level 1

Level2 Level2

Level 1

Level2 Level2

flexible, changeable, moveable

Dukungan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Penugasan JF dan pelaksana:
1. dapat dilakukan secara individu/dalam team
2. dapat bersifat lintas Unit Organisasi/Instansi Pemerintah
3. bersifat flexible, changeable, moveable
4. berdasarkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan
5. mengutamakan akuntabilitasdan kinerja organisasi

Sehingga menghasilkan keputusan/kebijakan yang lebih cepat & efektif

A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a  &  P e n g a w a s a n

collaborative

KELOMPOK JF
KELOMPOK JF



RUANG LINGKUP
Mekanisme Kerja

KEDUDUKAN 

• Pejabat Penilai Kinerja

• Kedudukan JF dan Pelaksana dalam struktur organisasi

PENUGASAN 

Kedudukan JF dan Pelaksana dalam struktur tugas

PENGELOLAAN KINERJA 

PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

PEMANFAATAN TIK 

Pemanfaatan layanan administrasi pemerintahan berbasis 

elektronik menggunakan aplikasi umum berbagi pakai 



KEDUDUKAN
Pejabat Penilai Kinerja

18

• Pejabat Penilai Kinerja

adalah atasan langsung dari
Pejabat Fungsional dan

Pelaksana dengan ketentuan

paling rendah pejabat pengawas
atau pejabat lain yang diberi

pendelegasian kewenangan.

• Pejabat Penilai Kinerja dapat
merupakan Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas

atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk mempimpin

suatu unit kerja mandiri.

A

B

C



KEDUDUKAN
Kelompok Jabatan Fungsional

19

• Pejabat Fungsional berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada secara langsung

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama atau Pejabat

Administrator atau Pejabat
Pengawas, dan Pejabat Fungsional

diangkat untuk memimpin suatu Unit 

Organisasi .

• Penentuan kedudukan dan tanggung

jawab disesuaikan dengan struktur

organisasi pada masing-masing Instansi
Pemerintah.

• Penempatan Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana ditetapkan dengan
Keputusan.

A

B

C



PENUGASAN
Kelompok Jabatan Fungsional
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• Pejabat Fungsional dan pelaksana
dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja.

• Pimpinan Unit Organisasi
memberikan penugasan kepada
Pejabat Fungsional dan pelaksana

• Dapat melibatkan Pejabat
Fungsional dan pelaksana yang 
berasal dari lintas Instansi
Pemerintah.

• Penugasan Pejabat Fungsional dan 
pelaksana dalam tim kerja dapat 
melibatkan 1 (satu) atau lebih 

jenis Jabatan.

• Pejabat Fungsional atau pelaksana
yang berperan sebagai ketua tim
diutamakan berasal dari Unit 
Organisasi pemilik kinerja
tersebut.

A

B

C

• Bentuk penugasan kepada Pegawai
terdiri atas:
a. penunjukan; dan/atau
b. pengajuan sukarela.

• Penunjukan dilakukan melalui
mekanisme pengajuan permohonan
kepada Pejabat Penilai Kinerja 

• Permohonan penugasan dalam bentuk
meliputi:
a. maksud dan tujuan permohonan

penugasan;
b. kompetensi, keahlian, dan/atau

keterampilan yang dibutuhkan;
c. ekspektasi yang diharapkan; dan

d. durasi pelibatan.

• Permohonan pengajuan sukarela
disampaikan kepada Pimpinan Unit 
Organisasi yang dituju tembusan
Pejabat Penilai Kinerja yang 
bersangkutan



21ILUSTRASI MEKANISME KERJA 
Squad Team Dalam Satu Perangkat Daerah

Penilaian
Kinerja

Pelaporan
Kerja Individu

Pelaporan
Kerja Individu

Pelaporan
Kerja Individu

KETUA TIM

+ +

Kegiatan X

Analis Kebijakan

Bidang B
Bidang A

Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X Melalui Sekretaris

Menugaskan untuk
Kegiatan X

Menugaskan untuk
Kegiatan X

Bidang C

Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X Melalui Sekretaris

Mengajukan Permohonan
Anggota Tim Lintas Unit 
Organisasi Bidang

Analis Kebijakan

Bidang

Sekretaris
Kepala PD

Analis Kebijakan

Rekomendasi Penilaian
Kinerja JF

Analis Kebijakan

Analis Kebijakan

Sekretaris

Penilaian
Kinerja

Penilaian
Kinerja

Rekomendasi Penilaian
Kinerja JF

Pelaporan
Hasil Kerja

Sekretaris/Bidang Bidang



22ILUSTRASI MEKANISME KERJA 
Squad Team Lintas Perangkat Daerah

Penilaian
Kinerja

Pelaporan
Kerja Individu

Pelaporan
Kerja Individu

Pelaporan
Kerja Individu

KETUA TIM

+ +

Kegiatan X

Analis Kebijakan

PD (Dinas/Badan) B
PD (Dinas/Badan) A

Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X

Menugaskan untuk
Kegiatan X

Menugaskan untuk
Kegiatan X

PD (Dinas/Badan) C

Meminta JF Anjak untuk Kegiatan X

Mengajukan Permohonan
Anggota Tim Lintas Unit

Analis Kebijakan

Sekretaris/Bidang

Kepala PD
Kepala PD

Analis Kebijakan

Rekomendasi Penilaian
Kinerja JF

Analis Kebijakan

Analis Kebijakan

Kepala PD

Penilaian
Kinerja

Penilaian
Kinerja

Rekomendasi Penilaian
Kinerja JF

Pelaporan
Hasil Kerja

Sekretaris/Bidang Sekretaris/Bidang



23ILUSTRASI MEKANISME KERJA 
SQUAD TEAM LINTAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KETUA TIM

+ +

KEGIATAN Z

Jabatan Fungsional

Sekretariat Daerah 
Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah 
Kota Gorontalo

Meminta JF untuk Kegiatan Z

Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bone Bolango

Meminta JF untuk Kegiatan Z

Mengajukan Permohonan
Anggota Tim Lintas IP

Menugaskan JF untuk

Kegiatan Z

PyB PyB

Pimpinan

Menginformasikan
Penugasan JF 

Menginformasikan

Penugasan JF 

Pimpinan

Menugaskan JF 
untuk

Kegiatan Z

Jabatan FungsionalJabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Pelaporan
Hasil Kerja

PyB

Pimpinan



24PEMBAGIAN PERAN
DALAM SQUAD TEAM 

Pelaporan
Kerja Individu

Pelaporan
Kerja Individu

SQUAD LEADKEGIATAN

Unit Organisasi

Level 2

Level 1

Ketua Tim 
Anggota Tim Anggota Tim

➢ Menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi
➢ Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan

organisasi
➢ Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumberdaya yang optimal
➢ Memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif
➢ Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit 

organisasi

➢ Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan
➢ Menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan
➢ Memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas pelaksanaan kegiatan
➢ Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim
➢ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim

➢ Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan
➢ Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau 

keterampilan
➢ Melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
➢ Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim
➢ Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja & Pimpinan

Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja
pejabat fungsional dan pelaksana

➢ Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim



25PENGELOLAAN KINERJA
SQUAD TEAM

Pengelolaan kinerja terdiri atas:
a. penetapan dan klarifikasi ekspektasi

kinerja.
b. pengembangan kinerja melalui umpan

balik berkala.
c. evaluasi kinerja.
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

PENGELOLAAN KINERJA
PERTANGGUNGJAWABAN

Penugasan Individu
Pejabat fungsional dan pelaksana
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
langsung kepada pimpinan unit 
organisasi.

Penugasan Tim
• Anggota tim melaporkan pelaksanaan

tugas kepada ketua tim.

• Ketua tim melaporkan pelaksanaan
tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit 
Organisasi secara berkala.

• Pimpinan unit organisasi secara
sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada ketua tim
dan/atau anggota tim kerja.

• Dilakukan pengawasan berkala
terhadap pelaksanaan tugas.

• Penilaian kinerja dilakukan secara
akuntabel.

AKUNTABILITAS & PENGAWASAN



26PROSES BISNIS
MEKANISME KERJA INSTANSI PEMERINTAH



27PROSES BISNIS
MEKANISME KERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMANFAATAN 
TEKNOLOGI INFORMASI

28

• Instansi Pemerintah mengutamakan
layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik melalui pemanfaatan aplikasi
SPBE (aplikasi umum berbagi pakai) 
yang terintegrasi dalam mendukung
mekanisme kerja Instansi Pemerintah.

• Keterpaduan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam 
mendukung mekanisme kerja 
dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE 
Instansi Pemerintah.



Terima Kasih

kempanrb kemenpanrb Kementerian-PANRB


